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P E N G A N T A R  R E D A K S I 
Kebijakan dan Kepentingan
“…policy making is frequently complex or messy…“
(Dorey 2014)
Sulit untuk memisahkan kebijakan dengan kepentingan. Pada sebuah 
kebijakan yang dibuat, yang tertulis mungkin hanya berupa aturan-
-aturan yang seperti terlihat bebas akan kepentingan. Padahal, ketika 
setiap kebijakan dibuat dan dihasilkan, terdapat kepentingan yang akan 
membuat satu atau lebih pihak (baca: aktor) akan diuntungkan atau 
mungkin dirugikan (lihat Howlett, et.al., 1995; Epstein dan O’Halloran 
1999; Enserink et.al. 2010). Konsep dan teori veto players dari George 
Tsebelis merupakan salah satu penjelasan dari bagaimana aktor dan 
kepentingan bekerja dalam mempengaruhi bagaimana wujud akhir 
dari sebuah kebijakan (Tsebelis 1995; Tsebelis 2002).
Jika ditarik benang merahnya, artikel-artikel di dalam nomor ini 
secara umum mengulas tentang hal yang berhubungan dengan kebi-
jakan dan kepentingan. Artikel-artikel yang dimaksud, adalah kebijakan 
pertahanan (dalam artikel Aditya Batara Gunawan), kebijakan ekonomi 
(dalam artikel Syamsul Bahri), kebijakan antarnegara dalam kesepakat-
an open skies (dalam artikel Dea Malinda Azalia). 
Seperti nomor-nomor sebelumnya, nomor ini terdiri dari 5 (lima) 
artikel dan 1 (satu) resensi. Jurnal ini dibuka dengan artikel berjudul 
“Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca 
Orde Baru”. Artikel ini membahas tentang kebijakan pertahanan di 
Indonesia pasca Orde Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah sipil 
dengan mekanisme layering. Artikel ini menjelaskan pula bahwa peng-
gunaan mekanisme layering tersebut memiliki dampak negatif yaitu 
rendahnya derajat kepatuhan terhadap elemen baru perubahan.  
Artikel berikutnya bertajuk “Perubahan dan Kesinambungan Kebi-
jakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia dan Malaysia Ta-
hun 1997-1999”. Artikel ini mendiskusikan tentang respons kebijakan 
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ekonomi makro berbeda dari Indonesia dan Malaysia ketika terjadi 
krisis finansial Asia di tahun 1997-1999. Menurut artikel ini, perbe-
daan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan 
paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan 
sebelum krisis. 
Artikel ketiga mengambil judul “Kekalahan Cambodia People’s Party 
di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013” yang mengulas 
tentang kekalahan partai penguasa di Kamboja, yang notabene meru-
pakan negara otoriter, di wilayah urban. Sebuah temuan penting yang 
dikemukakan di artikel itu adalah bahwa kekalahan CPP dalam rezim 
otoriter disebabkan oleh tiga kondisi: kebijakan pemerintahan Hun Sen 
yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat, menguatnya par-
tai oposisi dan keberhasilan isu dan strategi kampanye yang digunakan, 
dan peran pengawas pemilu internasional dalam menurunkan praktik 
intimidasi politik oleh militer.
Artikel keempat ialah mengenai konvergensi kebijakan antar negara. 
Mengambil judul “Pengaruh Institusi Regional Terhadap Konvergensi 
Kebijakan Antar Negara: Studi Kasus ASEAN Open Skies”, Dea Malin-
da Azalia mengelaborasi pengaruh institusi regional terhadap konver-
gensi kebijakan antar negara melalui kesepakatan ASEAN Open Skies, 
khususnya di Indonesia, Filipina, dan Singapura. Yang menarik, Dea 
menemukan bahwa karakteristik regionalisme ASEAN sebagai institusi 
yang intergovernmentalist berpengaruh terhadap pengambilan keputus-
an dan pengimplementasian ASEAN Open Skies di tingkat regional ser-
ta mempengaruhi pengadopsian kebijakan di lingkup domestik. Adanya 
proses international harmonization dan transnational communication 
(transnational problem solving) dalam penyusunan kerangka kesepa-
katan kerjasama jasa angkutan udara di ASEAN telah mengakibatkan 
kebijakan domestik di Indonesia, Filipina, dan Singapura menjadi se-
makin selaras (konvergen). 
Artikel kelima berbicara mengenai opresi berlapis terhadap perem-
puan Tionghoa. Dengan tajuk “Opresi Berlapis Perempuan Etnis Ti-
onghoa: Kasus Perkosaan Massal dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta”, 
artikel Chandra Linsa Hikmawati ini mendiskusikan tentang perkosaan 
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massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Ja-
karta. Argumen artikel ini adalah bahwa kasus perkosaan massal terjadi 
akibat kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa--yang mem-
buat posisi mereka kuat secara ekonomi dan lemah secara sosial-politik 
dan menjadi akar sentimen masyarakat “pribumi” terhadap masyarakat 
Tionghoa--dan juga ideologi gender negara dan budaya patriarki yang 
memandang perempuan sebagai simbol kehormatan dan objektifikasi 
dari tubuh perempuan. 
Bagian akhir dari Jurnal Politik kali ini ialah resensi terhadap buku 
yang berjudul “The End of Representative Politics”. Resensi itu ditulis 
oleh Ikhsan Darmawan. Dalam resensinya yang diberi judul “Meng-
gugat (Praktik) Representasi Politik”, Ikhsan mengulas tentang adanya 
tiga kategori dalam studi representasi politik selama ini. Ikhsan meng-
apresiasi ikhtiar Tormey menyoroti kajian representasi politik yang kritis 
terhadap praktik representasi politik. Meskipun demikian, Ikhsan juga 
mengkritik tidak adanya gagasan yang ditawarkan Tormey dalam meng-
atasi problem dalam praktik representasi politik yang terjadi saat ini.
Redaksi berharap semoga terbitan keempat Jurnal Politik ini dapat 
memicu diskusi akademis ke depannya bagi semua pihak pembaca Jur-
nal Politik. Selamat membaca!
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